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TENTANG

PENGELOLAAN PELABUHAN KHUSUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERANG

. a. bahwa dengan mengacu kepada Rera@emerintah tentang Kewenangan

c 1.

Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daeramo@ yang
menyangkut kewenangan perairan laut sejauh 4 mkudidari garis pantai,
maka untuk menunjang salah satu kegiatan perek@amodii perairan laut
perlu adanya penyelenggaraan kepelabuhanan ;

bahwa penyelenggaraan kepelabuhanan diperairanpidru Serang, perlu
adanya Pengelolaan Pelabuhan Khusus sebagai pengpalabuhan-
pelabuhan yang ada serta menunjang kegiatan tertent

bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaiman&slich@ada huruf a
dan b di atas, perlu mengatur mengenai Pengeldfaabuhan Khusus
dengan Peraturan Daerah.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 198htdaeg Hukum Acara Pidana
(Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan aembNegara
Nomor 3209) ;

Undang- Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayarhembaran
Negara Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran Béganor 3493 ) ;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang LarangBraktek
Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (laeamb Negara Tahun
1999 Nomor 3817);

Undang — Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Petakan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan ha&ma Negara
Nomor 3839) ;

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembeamtikopinsi
Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182, Thamb&embaran
Negara Nomor 4010) ;

6. Peraturan ..........



6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentanig dlan Penyetoran
Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran NegaranTE8¥ Nomor 57,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3694) ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 1999 tentargku$an di Perairan
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 187) ;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2000 tentanif &tas Jenis
Penerimaan Bukan Pajak Yang Berlaku pada Departeferhubungan
(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 27, Tambahambaean Negara
Nomor 3940) ;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentangvei@ngan
Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daai@mo@ (Lembaran
Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran ralégamor 3952) ;

10.Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2000 tentangawWgasian
(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 160, Tambaharbdem Negara
Nomor 4001) ;

11.Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 1 Tahun t€88ang Rencana
Tata Ruang Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat 1l Egrélembaran
Daerah Tahun 1999 Nomor 462.A) ;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 2 Tahunht2@tang Tata Cara
dan Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerbbp&®n Serang
(Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 466 Seri : D) ;

13.Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 3 Tahurl 26ftang
Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten gerghembaran
Daerah Tahun 2001 Nomor 500 Seri : D) ;

14.Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahurl 286ftang
Pengelolaan Kawasan Pantai (Lembaran Daerah Tab0h Romor 502
Seri:C);

15.Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 6 Tahurl 286ftang
Pemanfaatan Kepelabuhanan (Lembaran Daerah Tahuh 126mor 503
Seri: D);

16.Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 22 Tah@i 26ntang
Retribusi ljin Kepelabuhanan ;

17.Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 23 Tahuwi 26ntang
Retribusi Jasa Pelayanan Kapal ;

18. Peraturan Daerah Kabupeten Serang Nomor 24 T20QMh tentang Pajak
Pengelolaan Dermaga (Lembaran Daerah Tahun ROGr 551);

19.Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 25 Tah@h @2htang Pajak
Pengelolaan Alat Kepelabuhanan.

Dengan persetujuan ........
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Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERANG
MEMUTUSKAN

Menetapkan . PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG TERNG

PENGELOLAAN PELABUHAN KHUSUS.

BAB |

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

10.

11.

12.

Daerah adalah Daerah Kabupaten Serang.

Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah besertagRataDaerah Otonom yang lain sebagai
Badan Eksekutif Daerah.

Bupati adalah Bupati Serang.
Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Serang.

Pelabuhan umum adalah pelabuhan yang diselenggaraktuk kepentingan pelayanan
masyarakat umum .

Pelabuhan Khusus adalah pelabuhan yang dikelol&k Watpentingan sendiri guna menunjang
kegiatan tertentu.

Kepentingan sendiri adalah terbatas pada kegiatarihtas kapal atau turun naik penumpang
atau bongkar muat barang berupa bahan baku, ladilksi dan peralatan penunjang produksi
untuk kepentingan sendiri.

Bahan baku adalah bahan yang langsung digunakagaebahan dasar untuk menghasilkan
suatu produksi sesuai dengan jenis usaha pokoknya.

Hasil produksi adalah barang yang merupakan hastjsung dari proses produksi sesuali
dengan jenis usaha pokoknya.

Peralatan penunjang produksi adalah perangkat gb@nalyang digunakan secara langsung
dalam proses produksi sesuai dengan jenis usatukipygk

Pengelola pelabuhan khusus adalah Pemerintah, ip&her Propinsi, Pemerintah
Kabupaten/Kota atau Badan Hukum Indonesia yang hkemin untuk mengelola pelabuhan
khusus.

Badan Usaha Pelabuhan adalah Badan Usaha Milikrdlegau Badan Usaha Milik Daerah
yang khusus didirikan untuk mengusahakan jasa &bpkhnan di pelabuhan umum.



BAB I
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pengelolaan Pelabuhan Khusus dilakukan oleh Petaeridabupaten dan atau Badan Hukum

Indoneisa melalui kerjasama.
Pasal 3

Pelabuhan Khusus dikelola untuk :

1. Menunjang kegiatan usaha pokok tertentu di bidang :

Pertambangan ;

Perindustrian ;

Pertanian ;

Kehutanan ;

Perikanan ;

Pariwisata; atau

Bidang lainnya yang dalam pelaksanaan kegiatanaugakoknya memerlukan fasilitas
pelabuhan.
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2. Menunjang kegiatan pemerintahan, penelitiandigéan dan pelatihan serta sosial.

BAB 111
LOKASI DAN WILAYAH
Pasal 4

(1) Lokasi pelabuhan khusus berada dalam wilayah patlea Serang.

(2) Lokasi pelabuhan khusus sebagaimana dimaksud dajam(1) ditetapkan oleh Bupati setelah
mendapat rekomendasi pejabat pemegang fungsi kestela pelayaran.

(3) Dalam penetapan lokasi pelabuhan khusus sebagaidiareksud dalam ayat (2) diberikan
dengan memperhatikan aspek sebagai berikut :

a. Kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kigoupa
b. Kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Kecamatan ;

c. Berdasarkan pertimbangan ekonomis dan teknis dpeedsakan lebih efektif dan efesien
serta lebih menjamin keselamatan pelayaran apabgmbangun dan mengoperasikan
pelabuhan khusus ;

d. Menjaga lingkungan perairan agar tidak tercemarugpl sebagai akibat kegiatan
kepelabuhanan ;

e. Keamanan dan keselamatan pelayaran ;

f. Pelabuhan umum yang ada tidak dapat melayani gs@ldbuhanan untuk kegiatan tertentu
karena keterbatasan kemampuan fasilitas yang tarsed

g. Pertahanan dan Keamanan Negara.
Pasal5 ...........



Pasal 5

(1) Untuk memperoleh penetapan lokasi perairangselmmna dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2),
pemohon mengajukan permohonan kepada Bupati meRloas Perhubungan, dengan
menggunakan format sebagaimana contoh 1 dalam kam@Peraturan Daerah ini dan
melampirkan :

a. Salinan surat izin usaha pokok sebagaimana dimaKslam Pasal 3, dari pejabat yang
berwenang ;

b. Letak lokasi yang diusulkan dilengkapi dengan ko@tigeografis sesuai dengan peta laut ;

c. Studi kelayakan dari aspek keamanan dan keselamatayaran yang meliputi alur, kolam,
rencana penempatan sarana bantu navigasi pelayaramgna arus kunjungan kapal serta
kelayakan ekonomis dan teknis operasional yangpuonelrencana volume bongkar muat
bahan baku, peralatan penunjang dan hasil proguksi

d. hasil survey yang meliputi hidrooceanografi (pasamgit, gelombang, kedalaman dan arus),
topografi, titik nol (benchmark) lokasi pelabuhaamnyg dinyatakan dalam koordinat geografis
yang direkomendasikan oleh pejabat pemegang fllegsiamatan pelayaran setempat ;

e. Berita Acara dari dinas terkait mengenai kesesuaaocana lokasi pelabuhan khusus dengan
bidang tugas pokok dan fungsi masing-masing.

(2) Dinas melakukan penelitian dan menyampaikan Ipasillaian terhadap pemenuhan persyaratan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) kdfgokti dalam waktu selambat-lambatnya
14 (empat belas) hari kerja setelah permohonanrdaesecara lengkap.

(3) Penetapan lokasi atau penolakan diberikan oleh tBuladam waktu selambat-lambatnya 14
(empat belas) hari kerja setelah permohonan ditersecara lengkap, dengan menggunakan
format menurut contoh 2 pada Lampiran Peraturasrdbaini.

(4) Penolakan permohonan diberikan secara tertulistdissasan penolakan dengan menggunakan
format menurut contoh 3 pada Lampiran Peraturamdbaei.

Pasal 6

(1) Wilayah pelabuhan khusus meliputi wilayah daratam jperairan, atau wilayah perairan.

(2) Wilayah perairan sebagaimana dimaksud dalam aydtafs memiliki batas yang ditunjukkan
dengan koordinat geografis.

(3) Wilayah perairan pelabuhan khusus sebagaimana dirdakalam ayat (1) ditetapkan oleh Dinas
dan diberikan bersamaan dengan pemberian izin peguban pelabuhan khusus.

(4) Penggunaan wilayah perairan untuk kepentingan pelage pelabuhan khusus dilakukan dengan
memperhatikan :

Alur pelayaran dan perlintasan kapal ;
Olah gerak kapal ;

Keperluan darurat ;

Tempat labuh kapal ;

Kelestarian lingkungan; dan

Aspek pertahanan keamanan Negara.
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BAB 1V
RENCANA INDUK PELABUHAN KHUSUS
Pasal 7

(1) Untuk kepentingan pengelolaan pelabuhan khusugiei@a pelabuhan khusus wajib menyusun
rencana induk pelabuhan khusus pada lokasi yaadp @itetapkan yang disesuaikan dengan
rencana pengembangan usaha pokoknya.

(2) Jangka waktu perencanaan di dalam rencana indaby®n sebagaimana dimaksud di dalam
ayat (1), disesuaikan dengan rencana jangka wafiatan usaha pokoknya.

(3) Penyusunan rencana induk pelabuhan khusus, selmagatiimaksud dalam ayat (1), dilakukan
dengan memperhatikan :

® Qoo

Tatanan kepelabuhanan yang telah beroperasi ;
Rencana tata ruang wilayah Kabupaten ;
Keamanan dan keselamatan pelayaran ;
Kelayakan teknis, ekonomis dan lingkungan; dan
Perizinan dari instansi terkait.

Pasal 8

1) Rencana induk pelabuhan khusus sebagaimana slichalalam Pasal 7 ayat (1), meliputi :

a.
b.

Rencana peruntukan lahan wilayah daratan; dan
Rencana peruntukan wilayah perairan.

(2) Rencana peruntukan lahan wilayah daratan déyan perairan sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) untuk menentukan kebutuhan penempatalitdasian kegiatan operasional pelabuhan
khusus meliputi :

a. Kegiatan kepelabuhanan.
b. Kegiatan pemerintahan.
(3) Rencana peruntukan lahan wilayah daratan sebaga dimaksud dalam ayat (1) huruf a, antara
lain :
a. Dermaga ;
b. Pergudangan ;
c. Lapangan penumpukan ;
d. Fasilitas penampungan dan pengolahan limbabh;
e. Fasilitas pemadam kebakaran ;
f. Fasilitas perkantoran ;
g. Fasilitas kepelabuhanan lainnya.
(4) Rencana peruntukan wilayah perairan sebagaichiameksud dalam ayat (1) huruf b, antara lain :
a. Dermaga ;
b. Perairan tempat labuh ;
c. Alur pelayaran ;
d. Kolam pelabuhan untuk kebutuhan sandar dan olakdeapal ;
e. Perairan untuk kegiatan karantina ;
f. Perairan alur penghubung intra pelabuhan.

Pasal 9 ..........



Pasal 9

Rencana induk pelabuhan khusus sebagaimana dimakdach Pasal 7 ayat (1), penetapannya
diberikan bersamaan dengan pemberian izin pembangueiabuhan khusus dengan memperhatikan

Tatanan kepelabuhanan yang telah beroperasi ;

Keamanan dan keselamatan pelayaran ;

Rencana tata guna tanah dan perairan ;

Rencana kegiatan operasional pelabuhan jangka peméeengah dan panjang; dan
Kelayakan teknis, ekonomis dan lingkungan ;

ljin lokasi pelabuhan khusus.

~® a0 o

Pasal 10

Untuk memperoleh penetapan rencana induk pelabwaisus, pengelola pelabuhan khusus
mengajukan permohonan kepada Bupati, bersama demgangajukan permohonan izin
pembangunan pelabuhan khusus sebagaimana cont@mgiran Peraturan Daerah ini, dengan
melampirkan :

a. Usulan rencana induk pelabuhan khusus bersanglky#ag direkomendasikan oleh pejabat
pemegang fungsi keselamatan pelayaran ;

b. Rekomendasi dari Dinas Tata Ruang, Camat dan Kamgkungan Hidup.

BAB V

PEMBANGUNAN DAN PENGOPERASIAN
PELABUHAN KHUSUS

Pasal 11

(1) Pelabuhan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pagiédel@la Badan Hukum Indonesia
bekerjasama dengan Dinas Perhubungan.

(2) Untuk mengelola pelabuhan khusus sebagaimana dimiaksiam ayat (1) harus memiliki izin
pembangunan dan izin operasi pelabuhan khususrsengikutsertakan masyarakat setempat.

(3) 1zin operasi pelabuhan khusus berlaku selama pellagpklabuhan khusus masih menjalankan
usaha pokoknya.

(4) Pengalihan izin operasi pelabuhan khusus kepadk patin bersamaan dengan usaha pokoknya
wajib dilaporkan kepada Bupati.

(5) Dalam hal usaha pokok tidak lagi dilaksanakan dgtargka waktu sekurang-kurangnya 1 (satu)
tahun secara berturut-turut oleh pengelola pelabkhasus, pengelola pelabuhan khusus wajib
melaporkan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan detéldak melaksanakan usaha pokoknya
kepada Bupati.

(6) Dalam hal dilakukan perubahan terhadap pelabuhasushsehingga tidak sesuai lagi dengan izin
pembangunan dan izin operasi yang diberikan, pengegan wajib mengajukan penyesuaian
izin pembangunan dan izin operasi pelabuhan khyeug dimiliki kepada Bupati.

Pasal 12 ............



Pasal 12

Untuk memperoleh izin pembangunan pelabuhan khesws memenuhi persyaratan:
a. Administrasi yang terdiri dari :

1.

No ok~ wDdN

Akte pendirian perusahaan ;

Nomor Pokok Wajib Pajak ;

Izin usaha pokok dari instansi terkait ;

Bukti penguasaan tanah ;

Proposal rencana kegiatan ;

Memiliki penetapan lokasi pelabuhan khusus ;

Rekomendasi dari pejabat pemegang fungsi keselarpatayaran setempat.

b. Teknis terdiri dari :

. Rencana induk pelabuhan ;
. Rancang bangun dan rekayasa terinci meliputi perhan konstruksi, spesifikasi teknis,

metode pelaksanaan pembangunan, tahap dan jadwa#bapgunan, gambar tata letak
fasilitas dermaga, gambar konstruksi bangunan {detempak dan potongan), gambar
rencana pengerukan dan reklamasi serta areal pagdnudumpur (dalam hal ada pekerjaan
pengerukan/reklamasi) ;

Hasil survey pelabuhan yang meliputi :

a. Kondisi hidrooceanografi (pasang surut, gelomb&egalaman, arus, kadar salinasi dan
kadar sedimen) ;

b. Topografi (garis kontur disekitar dermaga) ;

c. Kondisi tanah (jenis dan karakteristik lapisan tgna

d. Hasil kajian keselamatan pelayaran meliputi rengagr@empatan sarana bantu navigasi
pelayaran, alur pelayaran dan kolam pelabuharkddanpel/Syahbandar.

Batas-batas wilayah daratan dan perairan ataurgerdilengkapi dengan titik-titik koordinat
geografis.

Studi lingkungan yang telah disahkan oleh pejabamgy berwenang sesuai peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

(1) Untuk memperoleh izin pembangunan pelabuhan khssiggaimana dimaksud dalam Pasal 11
ayat (2), pemohon mengajukan permohonan kepada tiBagmgan menggunakan bukiti
pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud datamnlPa

(2) Persetujuan atau penolakan atas permohonan izibgrgunan sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) diberikan oleh Bupati dalam waktu selantdabatnya 14 (empat belas ) hari kerja
sejak permohonan diterima secara lengkap, dengarygueakan formulir menurut contoh 5
pada Lampiran Peraturan Daerah ini.

(3) Penolakan permohonan disampaikan oleh Kepala Dis@sara tertulis dengan disertai alasan
penolakan yang jelas.

Pasal 14 ...........
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Pasal 14

Dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 (satu) ntaketelah diperoleh izin pembangunan
pelabuhan khusus, pembangunan harus sudah dimadapelabuhan khusus harus sudah selesai
dibangun dan siap untuk dioperasikan selambat-langaadalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak
izin pembangunan diberikan.

Pasal 15

Untuk memperoleh izin operasi pelabuhan khususshaemenuhi persyaratan :

a. Memiliki izin pembangunan pelabuhan khusus yangrdan oleh Bupati ;

b. Pembangunan pelabuhan khusus telah selesai disde@asesuai dengan izin pembangunan yang
diberikan bukti dengan rekomendasi dari Pejabat egamg fungsi keselamatan pelayaran
setempat;

c. Keamanan, ketertiban dan keselamatan pelayarandyegigpmendasikan oleh Pejabat pemegang
fungsi keselamatan pelayaran ;

d. Laporan pengelolaan dan pemantuan lingkungan setsasa pembangunan ;

e. Memiliki sistem dan prosedur pelayanan ;

f. Tersedianya sumber daya manusia dibidang teknigopemasian pelabuhan yang memiliki
pengetahuan dibidang kepelabuhanan dan transplaési

Pasal 16

(1) Untuk memperoleh izin operasi pelabuhan khusus, opem dengan melampirkan bukti
pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud datainlBamengajukan permohonan kepada
Bupati, dengan menggunakan formulir sebagaimantolkon pada Lampiran Peraturan Daerah
ini.

(2) Dinas Perhubungan menyampaikan hasil penelitidratip permohonan izin operasi pelabuhan
khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 hkagaala Bupati selambat-lambatnya dalam
waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan ditersecara lengkap dengan melampirkan :

a. Salinan izin pembangunan pelabuhan khusus ;

b. Bukti pemeriksaan persyaratan yang dibuat olehbpéjgang ditunjuk oleh Bupati dalam
bentuk berita acara hasil penilaian ;

c. Studi lingkungan yang telah disahkan oleh Pejabmtgyberwenang sesuai peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

(3) Persetujuan atau penolakan atas permohonan izinappelabuhan khusus sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 15 huruf a diberikan oleh Bugelam waktu selambat-lambatnya 14
(empat belas) hari kerja sejak permohonan ditesetara lengkap, dengan menggunakan format
yang sudah ditentukan, sebagaimana contoh 8 padpitaan Peraturan Daerah ini.

(4) Penolakan permohonan disampaikan oleh Bupati séedudis dengan disertai alasan penolakan
yang jelas, sebagaimana contoh 9 pada LampiratuPameDaerah ini..

Pasal 17
(1) Pelabuhan khusus hanya dapat dioperasikan untuk
a. Kegiatan lalu lintas kapal atau turun naik penungpatau bongkar muat barang berupa bahan
baku, hasil produksi dan peralatan penunjang pidukuk kepentingan sendiri ;

b. Kegiatan pemerintahan, penelitian, pendidikan ddatihan serta sosial.

(2) Kegiatan ............
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(2) Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (i)f ha harus dibuktikan dengan dokumen
penumpang dan atau dokumen muatan barang.

Pasal 18

Kegiatan bongkar muat sebagaimana dimaksud dalssal A8 ayat (1) huruf a hanya dapat
dilakukan oleh perusahaan bongkar muat yang datiritdeh pengelola pelabuhan khusus itu sendiri,
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yalaslpestau perusahaan bongkar muat umum
lainnya yang ditunjuk pengelola pelabuhan khusus.

Pasal 19

(1) Dilarang menggunakan pelabuhan khusus untuk keyggamtiumum, selain untuk bongkar muat
bahan baku, hasil produksi dan peralatan penumaoduksi untuk kepentingan sendiri kecuali
dalam keadaan tertentu dengan izin Bupati.

(2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud dalam gydagat berupa :

a. Dalam hal pelabuhan umum tidak dapat melayani pgaan jasa kepelabuhanan oleh karena
keterbatasan kemampuan fasilitas yang tersedia ;

b. Terjadi bencana alam, atau peristiwa alam lainnghingga mengakibatkan tidak
berfungsinya pelabuhan umum ;

c. Pada daerah yang bersangkutan tidak terdapat pelabwmum dan belum tersedia modal
transportasi lain yang memadai.

(3) 1zin penggunaan pelabuhan khusus untuk kepentingaum sebagaimana dimaksud ayat (1)
hanya dapat diberikan apabila fasilitas yang teatlap pelabuhan khusus dapat menjamin
keselamatan pelayaran.

(4) Penggunaan pelabuhan khusus untuk kepentingan umanga bersifat sementara, dan apabila
pelabuhan umum telah dapat berfungsi untuk melagapentingan umum, izin penggunaan
pelabuhan khusus untuk kepentingan umum dicabut.

Pasal 20

Pengoperasian pelabuhan khusus selain sebagairmaksdd dalam Pasal 18 ayat (1), dilakukan
dengan tata cara sebagai berikut :

a. Pengoperasiannya dilakukan oleh pengelola pelablkhasus bekerjasama dengan Pemerintah
Daerah / Dinas Perhubungan ;

b. Pungutan tarif jasa kepelabuhanan dalam hal malakepentingan umum sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), dilakukan oletyglenggara pelabuhan khusus bekerjasama
dengan Dinas Perhubungan.

Pasal 21

(1) Permohonan izin penggunaan pelabuhan khusus uapgakngan umum sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 20 ayat (1), dapat diajukan oleh isstBemerintah atau pengelola pelabuhan
khusus.

(2) Permohonan .........
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(2) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (l)kdmjkepada Bupati melalui Dinas
Perhubungan untuk pelabuhan khusus, dengan mengguf@mulir yang tersedia sebagaimana
contoh 10 Lampiran Peraturan Daerah ini denganmygtéan :

a. Alasan penggunaan pelabuhan khusus untuk kepentingam ;

b. Keterangan mengenai fasilitas yang tersedia padalabphan khusus dimaksud guna
menjamin keselamatan pelayaran, kelancaran, keantaraketertiban dalam pengoperasian
pelabuhan ;

c. Prosedur tetap pengoperasian pelabuhan yang dleksatiakan untuk melayani kepentingan
umum sesuai dengan pelayanan jasa kepelabuhandnpatabuhan umum.

(3) Dinas Perhubungan melakukan penilaian atas pernaohegbagaimana dimaksud dalam ayat (1)
dan menyampaikan hasil penilaian kepada Bupatndalaktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari
kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.

(4) Persetujuan atau penolakan atas permohonan iziagaehbana dimaksud dalam ayat (2)
diberikan oleh Bupati dengan menggunakan formudingy tersedia yang disampaikan dalam
waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hariakegtelah permohonan diterima secara
lengkap.

(5) Penolakan permohonan disampaikan secara tertulgadedisertai alasan penolakan yang jelas,
dengan menggunakan formulir yang tersedia sesa#olcd 1 Lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal 22

(1) Pelabuhan khusus dapat diubah statusnya mepgldbuhan umum apabila memenuhi
persyaratan :
a. Sesuai dengan tatanan kebutuhan daerah ;

Layak secara ekonomis dan teknis operasional ;

Bekerjasama dengan Dinas Perhubungan ;

Keamanan, ketertiban dan keselamatan pelayaran ;

e. Kelestarian lingkungan.

oo o

(2) Permohonan perubahan status sebagaimana dimaksual algat (1) diajukan oleh badan usaha
pelabuhan atau pengelola pelabuhan khusus yangniggxgan.

(3) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (l)kdimjkepada Bupati, menggunakan
formulir yang tersedia sesuai contoh 12 Lampiraratdean Daerah ini, dengan melampirkan
bukti pemenuhan persyaratan sebagaimana dimak$amd dgat (1).

(4) Apabila permohonan perubahan status pelabuhan &husumjadi pelabuhan umum disetujui,
Bupati menetapkan status pelabuhan umum dimaksuxhgae pelabuhan umum yang
diselenggarakan oleh Dinas Perhubungan, sebagaiomartah 13 Lampiran Peraturan Daerah
ini.

(5) Apabila permohonan ditolak, penolakan disampaikeras tertulis disertai alasan penolakan
dengan menggunakan formulir menurut contoh 14 LeangPeraturan Daerah ini.

Pasal23 ...............
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Pasal 23
Pelabuhan khusus dapat ditingkatkan kemampuan peragannya menjadi 24 (dua puluh
empat) jam dengan memperhatikan tingkat tersediafaglitas keselamatan pelayaran,
kepelabuhanan dan lalu lintas angkutan laut.

Atas usul pengelola pelabuhan khusus dapat ditetajplelayanan operasional 24 (dua puluh
empat) jam oleh Bupati.
Pasal 24

Penetapan pelabuhan khusus untuk operasional 24 gdiuh empat) jam setelah memenuhi
persyaratan antara lain :

a.
b.

Kondisi alur meliputi kedalaman, pasang surut,r&atzantu navigasi pelayaran ;

Kesiapan pelayanan pemanduan dan penundaan babupeh khusus yang perairannya telah
ditetapkan sebagai perairan wajib pandu ;

Kesiapan fasilitas pelabuhan minimal 1 tambatan ;

. Kesiapan gudang di luar pelabuhan apabila kegladagkar muat dilakukan dengan turk lossing;

e. Keamanan dan ketertiban :

(1)

(2)

@)

Petugas instansi Pemerintah pemegang fungsi kestaarpelayaran ;
Karantina ;

Bea dan cukai ;

Imigrasi ;

Petugas dari Dinas Perhubungan.

Kesiapan sarana transportasi darat.

a s wbde

BAB VI
PELAKSANA KEGIATAN DI PELABUHAN KHUSUS

Pasal 25

Pelaksana kegiatan di pelabuhan khusus terdiri glamgelola pelabuhan khusus dan Unit
Pelaksana Teknis/Satuan Kerja Instansi Pemeringaiy ynelaksanakan fungsi keselamatan
pelayaran serta petugas Sub Dinas PerhubungarDirzag Perhubungan Kabupaten Serang.

Dalam hal pelabuhan khusus telah ditetapkan seljggabuhan khusus yang terbuka bagi

perdagangan luar negeri, selain fungsi keselampgdayaran sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) ditempatkan fungsi pemerintahan lainnyagyertanggung jawab di bidang :

a. Beadan cukai ;

b. Imigrasi;

c. Karantina.

Pengelola pelabuhan khusus wajib menyediakan ruadga sarana kerja dalam batas-batas

kelayakan, untuk kelancaran pelaksanaan tugas peaiemn sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 26 .............
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Pasal 26

(1) Terhadap kapal yang berlayar dari dan ke pelabkhasus, pelayanan jasa pemanduan dan jasa
penundaannya di dalam daerah wajib pandu atauedaldaerairan pandu luar biasa, dikenakan
tarif jasa pemanduan dan penundaan sebesar 100&tuts@ersen) dari tarif pemanduan dan
penundaan sesuai dengan peraturan perundang-undgrgaberlaku.

(2) Dalam hal pelayanan jasa penundaan kapal dilaymaira bersama, pembagian pendapatan jasa
penundaannya ditetapkan berdasarkan Perbandingalahlwari masing-masing kapal tunda
yang digunakan.

(3) Atas permintaan pengelola pelabuhan khusus, dapatikchn pelayanan jasa pemanduan di luar
perairan wajib pandu atau di luar perairan pandar biasa, dengan biaya pemanduan dan
penundaan ditetapkan berdasarkan kesepakatan.

BAB VII

PENGERUKAN DAN REKLAMASI DI WILAYAH PERAIRAN
PELABUHAN KHUSUS

Pasal 27

(1) Kegiatan pengerukan dan reklamasi di wilayah psmapelabuhan khusus dilakukan setelah
mendapat izin Bupati.
(2) Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) naeosperhatikan :
a. Rencana tata ruang wilayah Kabupaten yang berstargkatuk kegiatan reklamasi ;
b. Keamanan dan keselamatan pelayaran ;
c. Kelestarian lingkungan.

Pasal 28

(1) Untuk memperoleh izin pengerukan dan reklamagielabuhan khusus sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 29 ayat (1), pemohon menyampaikan pemano kepada Bupati melalui Dinas
Perhubungan menggunakan formulir menurut contolpdda Lampiran Peraturan Daerah ini
dengan melampirkan :

a. Keterangan mengenai maksud dan tujuan kegiatarepgian atau reklamasi ;

b. Peta lokasi dan koordinat geografis areal yang akkeruk atau direklamasi dan gambar
konstruksi, serta rekomendasi pejabat pemegangiflrgelamatan pelayaran ;

c. Studi lingkungan yang telah disahkan oleh pejabatgyberwenang.

(2) Dinas melakukan penelitian terhadap permohdmensebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak pémwnan diterima secara lengkap dengan
memperhatikan :

a. Bukti pemenuhan persyaratan dalam bentuk berita degsil penelitian ;
b. Studi lingkungan yang telah disahkan oleh pejabagyerwenang ;

(3) Persetujuan ..........
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(3) Persetujuan atau penolakan permohonan izingeakgn atau reklamasi sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) diberikan oleh Bupati dalam waktlareéat-lambatnya 14 (empat belas) hari
kerja sejak permohonan diterima secara lengkamatemenggunakan formulir menurut contoh
16 pada Lampiran Peraturan Daerah ini.

(4) Penolakan permohonan diberikan secara tertlidisrtai alasan penolakan yang jelas, dengan
menggunakan formulir menurut contoh 17 pada Lamgdfaraturan Daerah ini.

Pasal 29

Pengelola pelabuhan khusus yang telah mendapaienigerukan atau reklamasi diwajibkan :

a. Mentaati peraturan perundang-undangan dan keterdudmdang pelayaran serta kelestarian
lingkungan ;

b. Melaporkan kegiatan pengerukan atau reklamasi @doarkala kepada Bupati melalui Dinas
Perhubungan ;

c. Bertanggung jawab sepenuhnya atas dampak yangbdiitan dari kegiatan pengerukan atau
reklamasi yang dilakukan.
Pasal 30
Dalam hal pemegang izin kegiatan pengerukan danrekdamasi melanggar kewajiban sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 31 meskipun telah diperingatksuai prosedur yang berlaku, Bupati dapat
menghentikan pelaksanaan kegiatan pengerukan alameiiamasi.

BAB VIII
KEWAJIBAN PENGELOLA PELABUHAN KHUSUS
Pasal 31

Pengelola pelabuhan khusus yang telah mendapat pEmbangunan dalam pelaksanaan
pembangunan pelabuhan khusus diwajibkan :

a. Mentaati peraturan perundang-undangan dan keterdudndang kepelabuhanan, lalu lintas
angkutan di perairan, keselamatan berlayar, pekgerudan reklamasi serta pengelolaan
lingkungan ;

b. Mentaati peraturan perundang-undangan dari insR@sierintah lainnya yang berkaitan dengan

usaha pokoknya ;

c. Bertanggung jawab terhadap dampak yang timbul sela@aksanaan pembangunan pelabuhan
khusus yang bersangkutan ;

d. Melaksanakan pekerjaan pembangunan selambat-layabath(satu) tahun sejak izin
pembangunan diterbitkan ;

e. Melaksanakan pekerjaan pembangunan pelabuhan kbesusi dengan jadwal yang ditetapkan ;

f. Menyediakan sarana bantu navigasi pelayaran, alayaran, kolam pelabuhan dan fasilitas yang
diperlukan untuk menjamin keselamatan pelayarata dexlancaran arus lalu lintas kapal dan
barang sesuai dengan izin pembangunan yang diberika

g. Melaporkan kegiatan pembangunan pelabuhan khusiezasderkala kepada Bupati melalui
Dinas Perhubungan.
Pasal 32 ..........
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Pasal 32

(1) Pengelola pelabuhan khusus yang telah mendapatoperasi dalam melaksanakan operasi
pelabuhan khusus diwajibkan :
a. Mentaati peraturan perundang-undangan dan keteuliudidang pelayaran serta kelestarian
lingkungan ;

b. Mentaati peraturan perundang-undangan dari instBesnerintah lainnya yang berkaitan
dengan usaha pokoknya ;

c. Memelihara sarana bantu navigasi pelayaran, aliay@ean, kolam pelabuhan dan fasilitas
yang diperlukan untuk kelancaran arus lalu lintagpak dan barang serta kelancaran
pelaksanaan tugas pemerintahan di pelabuhan khusus

d. Melengkapi pelabuhan khusus dengan fasilitas penaggm limbah atau bahan lain dari
kapal yang menyebabkan pencemaran ;

e. Melaporkan kepada Bupati dalam hal akan mengalinkan operasi pelabuhan khusus
kepada pihak lain bersamaan dengan usaha pokoknya ;

f. Bertanggung jawab sepenuhnya atas pengoperaseupah khusus yang bersangkutan ;

g. Melaporkan kegiatan operasional setiap bulan kefagaati melalui Dinas Perhubungan
dengan tembusan kepada Gubernur.

(2) Apabila dilakukan penambahan dan atau pengegapafasilitas pokok pelabuhan, pengelola
pelabuhan khusus diwajibkan melaporkan kepada Bupalalui Dinas Perhubungan, dengan
melampirkan :

a. Kelayakan teknis terhadap rencana penambahan aanggngembangan fasilitas pokok
pelabuhan khusus ;

b. Rekomendasi dari pejabat pemegang fungsi keselarpatayaran.
(3) Terhadap penambahan dan atau pengembangatagapibkok pelabuhan khusus sebagaimana

dimaksud dalam ayat (2), dilakukan penyesuaiaratiyh izin operasi pelabuhan khusus.

BAB IX

PENCABUTAN IZIN PEMBANGUNAN DAN
IZIN OPERASI PELABUHAN KHUSUS

Pasal 33

(1) 1zin pembangunan pelabuhan khusus dicabut Epadmegang izin :

a. Tidak melaksanakan pekerjaan pembangunan dalarkgamgktu 1 (satu) tahun setelah izin
pembangunan pelabuhan khusus diberikan;

b. Tidak dapat menyelesaikan pembangunan pelabuhasughdalam waktu yang telah
ditetapkan.

c. Melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Bésa

(2) Izin operasi pelabuhan khusus dicabut apaleitagmang izin :

a. Melanggar ........
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a. Melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Basn Pasal 34 ;
b. Mengoperasikan pelabuhan khusus selain untuk leegsgbagaimana dimaksud dalam pasal
18 ayat (1) dan/atau menggunakan pelabuhan khuduk kepentingan umum tidak dengan
izin Bupati.
(3) Pencabutan izin pembangunan dan izin operdabplean khusus sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) dan ayat (2) dilakukan melalui prosesngatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-
turut dengan tenggang waktu masing-masing 1 (sata.

(4) Apabila telah dilakukan peringatan sebagaimdimaksud dalam ayat (3), pemegang izin
pelabuhan khusus tidak mengindahkan pernyataana nzaik pembangunan dan izin operasi
pelabuhan khusus dicabut.

Pasal 34

Izin pembangunan dan izin operasi pelabuhan khdapat dicabut tanpa melalui proses peringatan
dalam hal pengelola pelabuhan khusus yang berstargku

a. Melakukan kegiatan yang membahayakan keamananayegar

b. Memperoleh izin pembangunan dan izin operasi pélabkhusus dengan cara tidak sah.

BAB X
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 35

(1) Pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatambgmgunan, pengoperasian dan
pengembangan pelabuhan khusus dan kegiatan peageatdu reklamasi dilakukan oleh Dinas
Perhubungan dan atau pejabat yang ditunjuk olelaBup

(2) Kegiatan pengawasan sebagaimana dimaksud dgiaingl) meliputi :
a. Pemantauan dan penilaian terhadap pelaksanaaakssnpan di bidang kepelabuhanan;
b. Tindakan korektif terhadap pelaksanaan kebijaksadabidang kepelabuhanan.

(3) Kegiatan pengendalian sebagaimana dalam ayatglipulti :
a. Pemberian arahan dan petunjuk dalam pelaksanagakssimaan di bidang kepelabuhanan;

b. Pemberian bimbingan dan penyuluhan kepada masyarma&agenai hak dan kewajiban
masyarakat pengguna jasa kepelabuhanan, dalamsae&dn kebijaksanaan di bidang
kepelabuhanan.

BAB XI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 36

Mekanisme dan prosedur pemberian izin pembangurenggperasian, penggunaan pelabuhan
khusus untuk kepentingan umum dan izin pengerukanreklamasi untuk pelabuhan khusus diatur
lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 37 ...........
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Pasal 37

Dinas Perhubungan melaksanakan pembinaan dan pasaateknis terhadap pelaksanaan Peraturan
Daerah ini.

BAB XIlI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

(1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam PeratuBzerah ini, sepanjang mengenai teknis
pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan tispn Bupati.

(2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada (&yasudah selesai selambat-lambatnya 6

(enam) bulan setelah Peraturan Daerah ini diungangk

Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggailddingkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan ymelasngan Peraturan Daerah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Daerah KabupatengSeran

DisahkandiSerang
pada tanggal 8 Maret 2004

BUPATI SERANG,

BUNYAMIN
DiundangkandiSerang

pada tanggal 11 Maret 2004

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG,

AMAN SUKARSO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG
TAHUN 2004 NOMOR 665



PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG
NOMOR 1 TAHUN 2004

TENTANG

PENGELOLAAN PELABUHAN KHUSUS

UMUM

Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 nignRemerintahan Daerah,
Daerah memiliki mewenangan untuk mengatur dan mesguumah tangganya sendiri,
termasuk di antaranya kegiatan penyelenggaraandkepemnan yang merupakan salah satu
penunjang kegiatan perekonomian di perairan laamdh demikian Daerah tidak berarti harus
mengambil alih kewenangan yang masih dan harusrcdégh Pusat.

Dengan didasarkan pada semangat Otonomi DaeraRataturan perundang-undangan
yang berlaku, Pemerintah Kabupaten Serang telalpaga untuk melakukan pengaturan yang

berhubungan dengan perairan laut sesuai dengasiiiitzs kewenangan yang telah ditentukan.

Di wilayah perairan laut Kabupaten Serang sudafydda Pelabuhan Khusus yang
diselenggarakan untuk kepentingan sendiri guna parppelabuhan-pelabuhan yang ada serta

menunjang kegiatan-kegiatan tertentu.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maibagai wujud kepedulian terhadap
pengelolaan Pelabuhan Khusus, Pemerintah Kabuf¢eang berupaya memfasilitasinya

dengan membuat Peraturan Daerah tentang PengeRatatruhan Khusus.

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini,anagdaratur Pemerintah Daerah yang
berwenang dapat melakukan pembinaan/bimbingan, uhgmyn dan pengawasan terhadap
Pengelolaan Pelabuhan Khusus yang tersebar diakilpgrairan Kabupaten Serang, sehingga
diharapkan semua Pengelola Pelabuhan Khusus depadtorhi ketentuan-ketentuan yang telah

ditetapkan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s.d Pasal 39
Cukup jelas



LAMPIRAN

: PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG

Nomor : 1 Tahun 2004
Tanggal : 8 Maret 2004
Tentang . Pengelolaan Pelabuhan Khusus

FORMAT KEPUTUSAN BUPATI, PERMOHONAN IZIN DAN PENOLAKAN YANG

Contoh 1:

Nomor
Lampiran
Perihal

Tembusan :

BERHUBUNGAN DENGAN PELABUHAN KHUSUS

Serang, ....ooiiiiiiiiy e
: Permohonan Penetapan Lokasi Kepada
Pelabuhan Khusus Yth. Bupati Serang

Cq. Dinas Perhubungan
Kabupaten Serang

di -

SERANG

1. Dengan hormat disampaikan bahwa berdasarkan PamatDaerah Nomor

................... Tahun .............tentang Pengelolaan Pelabuhanuskis,
bersama ini kami .................... mengajukan permohonan kumhemperoleh
penetapan lokasi pelabuhan khusus.......... di...

. Sebagaimana kelengkapan permohonan penetapan kambuhan khusus

sebagaimana dimaksud dalam butir 1, terlampir disékan :

a. salinan izin usaha pokok............. yang dikeluarkan oleh......;
b. peta lokasi dan titik koordinat sesuai dengan [zt
C. study kelayakan dari aspek keamanan dan keselarpataparan serta

kelayakan ekonomis dan teknis operasional perluhiangun pelabuhan
khusus;

d. rekomendasi dari Gubernur mengenai kesesuaiannmanmanmbangunan
pelabuhan khusus yang dimohon dengan Rencana Umata Ruang
Wilayah Propinsi .............. dan Kabupaten/Kota............. ;

e. hasil survey yang meliputi hidrooceanografi (pasaogut, gelombang,
kedalaman, dan arus) dan topografi yang direkonskaa oleh Pejabat
pemegang fungsi keselamatan pada Kantor UPT Paabuh.........

. Demikian permohonan kami, dan atas perhatian $emduan yang diberikan

disampaikan terima kasih.

Pemohon

1. Bapak Gubernur Banten .

2.



Contoh 2:
KEPUTUSAN BUPATI SERANG
NOMOR @i,
TENTANG
PENETAPAN LOKASI PELABUHAN KHUSUS
PT.s DI DESA/
KELURAHAN............. , KECAMATAN........... KAB/KOTA.....

PROPINSI ...........
BUPATI SERANG

Membaca :  Surat permohonan PT Nomor
.......... tanggal........perihal permohonan penetapan lokasi
pelabuhan khusus;

Menimbang : a. bahwa............... dst;

b. bahwa ............ dst.

Mengingat S
2
3 dst

MEMUTUSKAN

Menetapkan . KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG
PENETAPAN LOKASI PELABUHAN
KHUSUS......... [ DI
DESA/KELURAHAN............. KECAMATAN...............
KAB/KOTA...... PROPINSI............

PERTAMA . Menetapkan lokasi pelabuhan khusus ......T..P......di
Desa/Kelurahan ...l , Kecamatan
veveneenn.......Kabupaten/Kota......... Propinsi........... pada
posisi koordinat :

KEDUA .. ; dst.

BUPATI SERANG,
(... o)
Tembusan :

1. Yth. Bapak Dirjen Perhubungan Laut ;
2. Yth. Bapak Gubernur Banten ;
3. Yth. Kepala Dinas Perhubungan Kab/Kota........



Contoh 3:
Serang,........................2004
Nomor
Lampiran
Perihal : Penolakan Permohonan Penetapan Kdap a
Lokasi Pelabuhan Khusus PT...... Yth. ..........
di —
1. Menunjuk surat permohonan Saudara Nomor ............. tdngga.....
Perinal permohonan penetapan lokasi pelabuhan &husu..............
[ , bersama ini diberitahukan bahwa permaimo8audara ditolak,
dengan alasan sebagai berikut :
B
2. Demikian untuk dimaklumi.
BUPATI SERANG
( cer)
Tembusan :

1. Yth. Bapak Dirjen Perhubungan Laut ;
2. Yth. Bapak Gubernur Banten ;
3. Yth. Kepala Dinas Perhubungan Kab/Kota........



Contoh 4:
Serang,........................2004
Nomor
Lampiran
Perihal : Permohonan Izin Pembangunan Kepada
Pelabuhan Khusus PT...... Yth. Bapak BupataSgr
(o | U
di —
SERANG
1. Dengan hormat disampaikan bahwa berdasarkan Paraaerah Kabupaten
Serang Nomor .......... Tahun........... tentang pengelolaan bRekan Khusus,
dengan ini kami PT............. mengajukan permohonan umh@mperoleh izin
membangun pelabuhan khusus........ yang berlokasi di .............

2. Sebagai bahan pertimbangan terlampir disampaikgatul)(berkas dokumen untuk
melengkapi permohonan yang terdiri dari :
a. administrasi yang terdiri dari :
1) Akte pendirian perusahaan;
2) Nomor Pokok Wajib Pajak;
3) lzin usaha pokok dari instansi terkait;
4) Bukti penguasaan tanah;
5) Proposal rencana kegiatan;
6) Memiliki penetapan lokasi pelabuhan khusus;
7) Rekomendasi dari pejabat pemegang fungsi keselamptdayaran
setempat.

b. Teknis terdiri dari :

1) Rencana induk pelabuhan;

2) Rancang bangun dan rekayasa terinci meliputi pergan konstruksi,
spesifikasi teknis, metode pelaksanaan pembanguabap dan jadwal
pembangunan, gambar tata letak fasilitas dermagmbagr konstruksi
bangunan (denah, tampak dan potongan), gambam@mpesgerukan dan
reklamasi serta areal pembuangan Lumpur (dalamabal pekerjaan
pengerukan/reklamasi);

3) Hasil survey pelabuhan yang meliputi :

a) kondisi hidrooceanografi (pasang surut, gelombang,
kedalaman, arus, kadar salinasi dan kadar sediment

b) topografi ( garis kontur disekitar dermaga );

c) kondisi tanah ( jenis dan karakteristik lapisaratgn

4) Hasil kajian keselamatan pelayaran meliputi renga@@empatan sarana
bantu navigasi pelayaran, alur pelayaran dan kpkabuhan.

5) Batas-batas wilayah daratan dan perairan ataurgerdilengkapi dengan
titik koordinat geografis.

6) Study analisa dampak lingkungan telah disahkan gejabat yang
berwenang.

3. Demikian ............



3. Demikian permohonan kami, dan atas perhatian dam#&uan yang disampaikan
dihaturkan terima kasih.

Pemohon

Tembusan :

1. Yth. Bapak Gubernur Banten, di Serang ;



Contoh 5:

Membaca

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

KEPUTUSAN BUPATI SERANG

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PEMBANGUNAN KEPADA
PT......... UNTUK MEMBANGUN PELABUHAN KHUSUS
DI DESA / KELURAHAN............. , KECAMATAN...........

KAB/KOTA...... PROPINSI ...........

BUPATI SERANG

Surat permohonan PT Nomor

.......... tanggal........perihal..........;

a. bahwa PT ................. untuk menunjang usahanya di
bidang......... , memerlukan fasilitas pelabuhan khusus
yang terletak di Desal/kelurahan .................. ,
Kecamatan.......... , Kabupaten/Kota......... , Propinsi

b bahwa lokasi pembangunan pelabuhan
khusus........ telah ditetapkan melalui Keputusan
Bupati Serang Nomor............tentang .............. ,

dan sesuai hasil penelitian terhadap pemenuhan
persyaratan izin pembangunan, telah memenuhi
persyaratan dari aspek kepelabuhanan, kelayakan
konstruksi, keselamatan pelayaran dan kelestarian
lingkungan;

¢ bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf &,da
perlu diberikan izin pembangunan pelabuhan khusus

kepada PT ........... dengan Keputusan ..................
1
3 ... dst.

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN BUPATI SERANG TENTANG
PEMBERIAN IZIN PEMBANGUNAN  KEPADA

PT. UNTUK MEMBANGUN PELABUHAN
KHUSUS................... Dl -
DESA/KELURAHAN............. KECAMATAN...............

KAB/KOTA...... PROPINSI............



PERTAMA

KEDUA

KETIGA

Memberikan izin pembangunan pelabuharskisikepada :
a. Nama perusahaan L

b. Bidang usaha

c. Alamat e
d. N.P.W.P

e. Penanggung jawab

Untuk membangun pelabuhan khusus................. yang
berlokasi di .............. sebagai berikut :
a. Dermaga

1) Tipe e

2)  Ukuran :

3) konstruksi s

4) Trestle s

5) Fender e

6) Bolder X

7) kedalaman e

b. Posisi Koordinat

Sebagai fasilitas tambat/sandar kapal/tongkang ramku
maskimum........ DWT untuk kepentingan sendiri dalamgkan
menunjang bongkar/muat bahan baku, hasil produks1 d
peralatan penunjang produksi..........

Dalam melaksanakan pembangunan pelabuhansush

pemegang izin pembangunan diwajibkan :

a. Mentaati peraturan perundang-undangan damtkete
di bidang kepelabuhanan, lalu lintas angkutan di
perairan, keselamatan berlayar dan pengelolaan
lingkungan;

b. Mentaati peraturan perundang-undangan dari instansi
Pemerintah lainnya yang berkaitan dengan usaha
pokoknya;

c. Bertanggung jawab terhadap dampak yang timbul
selama pelaksanaan pembangunan pelabuhan khusus
yang bersangkutan;

d. Menyediakan sarana Bantu navigasi pelayaran, alur
pelayaran, kolam pelabuhan dan fasilitas yang
diperlukan untuk menjamin keselamatan pelayara@a ser
kelancaran arus lalu lintas kapal dan barang sesuai
dengan izin pembangunan yang diberikan.

Pengawasan dan pengendalian terhadap taegia
pembangunan dilakukan oleh Pejabat pemegang fungsi
keselamatan pada Pelabuhan ..............
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KEEMPAT . lzin pembangunan pelabuhan khusus dajzabdt apabila
pemegang izin :

a. Tidak melaksanakan pekerjaan pembangunan dalam
jangka waktu 1 (satu) tahun setelah izin pembanguna
pelabuhan khusus diberikan;

b. Tidak dapat menyelesaikan pembangunan pelabuhan
khusus dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak izin
pembangunan diberikan;

c. Melanggar kewajiban atau larangan sebagairdatar
dalam Keputusan ini dan peraturan perundang-undanga
yang berlaku di bidang Pelayaran.

KELIMA . Pemerintah Daerah Kabupaten Serang melakuk

pembinaan dan pengawasan teknis terhadap pelabuhan
khusus oleh PT......

KEENAM . Keputusan ini mulai berlaku pada tanggéttpkan.

Ditetapkan di Serang
padatanggal ....................

BUPATI SERANG,

SALINAN keputusan ini disampaikan kepada :
1. Yth. Bapak Menteri Perhubungan ;

2. Yth. Bapak Sekjen, Irjen Dephub ;

3. Yth. Bapak Gubernur Banten ;

4. Yth. Sdr. Direktur PT..................



Contoh 6:
Serang,........................2004
Nomor
Lampiran
Perihal : Penolakan Izin Membangun Kepada
Pelabuhan Khusus PT...... Yth.
di.........
di —
1. Menunjuk surat permohonan Saudara Nomor ............. tdngga.....
Perihal permohonan izin pembangunan pelabuhan Ehusu..........
di..................., bersama ini diberitahukan bahwa perma@mw®&audara ditolak,
dengan alasan sebagai berikut :
-
2. Demikian untuk dimaklumi.
BUPATI SERANG,
( cer)
Tembusan :

1. Yth. Bapak Dirjen Perhubungan Laut
2. Yth. Bapak Gubernur BAnten
3. Yth. Kepala Dinas Perhubungan Kab/Kota........
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Contoh 7:
Serang, ...................., 2004
Nomor
Lampiran
Perihal : Permohonan Izin Pengoperasian Kepad
Pelabuhan Khusus PT......... Yth. Bupati Serang
o | Cg. Dinas Perhubungan
Kabupaten Serang
di —
SERANG
1. Dengan hormat disampaikan bahwa berdasarkan PamatDaerah Nomor
................... Tahun .............tentang Pengelolaan Pelabuhanuskis,
bersama ini kami PT.............. mengajukan permohonan émgoperasian
pelabuhan khusus.............. yang berlokasi di ............
2. Sebagai bahan pertimbangan, terlampir disampaikéuatl) berkas dokumen
untuk melengkapi permohonan dimaksud yang terdiii :d
a. Salinan izin pembangunan pelabuhan khusus;
b. Berita acara penilikan hasil pembangunan;
C. Laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan aelanasa
pembangunan;
d. Keterangan mengenai pelaksana kegiatan yang akagomerasikan
pelabuhan khusus;
e. System dan prosedur pelayanan.
3. Demikian permohonan kami dan atas perhatian ®emduan yang diberikan
disampaikan terima kasih.
Pemohon
(e )
Tembusan :

1. Yth. Bapak Gubernur Banten ;



Contoh 8:

Membaca

Menimbang

Mengingat

Menetapkan
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KEPUTUSAN BUPATI SERANG

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASI KEPADA PT..........
UNTUK MENGOPERASIKAN PELABUHAN KHUSUS
DI DESA / KELURAHAN............. , KECAMATAN...........

KAB/KOTA...... PROPINSI ...........

BUPATI SERANG

Surat Bupati Serang

a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran bongkar mu
bahan baku, hasil produksi dan peralatan penunjang
produksi........... PT......... telah membangun fasilitas
pelabuhan khusus untuk kepentingan sendiri, yang
berlokasi di ............. , berdasarkan Keputusan Bupati
Serang Nomor ...... X

b bahwa PT.......... telah selesai melaksanakan
pembangunan fasilitas pelabuhan khusus dan sesuai
dengan hasil penelitian terhadap pembangunan ydaly t
dilaksanakan, telah memenuhi persyaratan dari aspek
kepelabuhanan, kelayakan konstruksi, keselamatan
pelayaran dan lingkungan hidup, sehingga pelabuhan
khusus tersebut layak untuk dioperasikan ;

¢ bahwa sehubungan dengan hal tersebut hurufnabda
perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian

Izin Operasi kepada PT....... untuk mengoperasikan
Pelabuhan Khusus di
Desa/Kelurahan........ Kecamatan.....,Kabupaten/Kota......
Propinsi ........
1
2
4 ............dst
MEMUTUSKAN
KEPUTUSAN BUPATI SERANG TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASI KEPADA
PT.i UNTUK MENGOPERASIKAN
PELABUHAN KHUSUS........ DI

KABUPATEN/KOTA.....PROPINSI.....



PERTAMA

KEDUA
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Memberikan izin Operasi kepada:
a. Nama perusahaan s

b. Bidang usaha
c. Alamat e
d. N.P.W.P
e. Penanggung jawab
Untuk mengoperasikan pelabuhan khusus................. di
Desa/Kelurahan........ , Kecamatan.....,
Kabupaten/Kota....... Propinsi........ sebagai berikut :
a. Dermaga
1) Tipe e
2) Ukuran

3) konstruksi s
4) kedalaman e

5) Fender R,
6) Trester P
7) Bolder

b. Posisi Koordinat

Sebagai fasilitas tambat/sandar kapal/tongkang ramku
maskimum........ DWT untuk kepentingan sendiri dalamgkan
menunjang bongkar/muat bahan baku, hasil produks1 d
peralatan penunjang produksi.......... , dan dilarang rohgran
untuk melayani kepentingan umum.

Dalam mengoperasikan pelabuhan khusus pangegzin
operasi diwajibkan :
a. Mentaati peraturan perundang-undangan damtkeie
di bidang kepelabuhanan, lalu lintas angkutan laut,
keselamatan pelayaran serta kelestarian lingkungan;

b. Mentaati peraturan perundang-undangan dari instansi
Pemerintah lainnya yang berkaitan dengan usaha
pokoknya;

c. Memelihara sarana Bantu navigasi pelayarany al
pelayaran, kolam pelabuhan dan fasilitas yang
diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan tugas
pemerintahan di pelabuhan khusus;

d. Melengkapi pelabuhan khusus dengan fasilitas
penampungan limbah atau bahan lain dari kapal yang
menyebabkan pencemaran,;



KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

KETUJUH

KEDELAPAN
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e. Bertanggung jawab sepenuhnya atas pengoperasia
pelabuhan khusus yang bersangkutan;.

f. Melaporkan kegiatan operasional setiap bulapakia
Pemerintah  Kabupaten Serang melalui Dinas
Perhubungan dengan tembusan kepada Gubernur.........

Pelabuhan...... ditetapkan sebagai Pelabuhan urdm
terdekat, dengan pengawasan operasi pelabuhan skhusu
sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA,
dilaksanakan oleh............

....................... melakukan pembinaan dan pengamas
teknis kepelabuhanan terhadap pengoperasian pealabuh
khusus oleh PT ..................

Pemegang izin operasi pelabuhan khususagaimana
dimaksud pada Diktum PERTAMA dilarang menggunakan
pelabuhan khusus untuk melayani kepentingan umum,
kecuali dalam keadaan tertentu dengan izin Bupatarg),
sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang
berlaku.

Izin operasi pelabuhan khusus....... di ......... berlaku
selama PT.......... masih menjalankan usaha pokoknya.

Izin operasi pelabuhan khusus dapat dicabpabila
pemegang izin operasi melanggar kewajiban ataundara

sebagaimana diatur dalam Keputusan ini dan peratura
perundangan-undangan yang berlaku di bidang pelayar

Keputusan ini mulai berlaku pada taniggigetapkan.

Ditetapkan di Serang

padatanggal .............c.oooieiienns

BUPATI SERANG,

SALINAN keputusan ini disampaikan kepada :
1. Yth. Bapak Menteri Perhubungan;

2. Yth. Bapak Sekjen, Irjen Dephub;

3. Yth. Bapak Gubernur Banten.

4. Yth. Sdr. Direktur PT..................
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Contoh 9:
Serang,..........c.eeeen...... 2004
Nomor
Lampiran
Perihal : Penolakan Permohonan Izin Kepada
Operasi Pelabuhan Khusus Yth,
di —
1. Menunjuk surat permohonan Saudara Nomor ............. tdngga.....
Perihal permohonan izin operasi pelabuhan khusus...di........... , bersama ini
diberitahukan bahwa permohonan Saudara ditolakgateralasan penolakan
sebagai berikut :
a. .
b. .
C.
d.
2. Demikian untuk dimaklumi.
BUPATI SERANG,
( cer)
Tembusan :

1. Yth. Bapak Dirjen Perhubungan Laut
2. Yth. Gubernur Banten ;
3. Yth. Kepala Dinas Perhubungan Kab/Kota........
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Contoh 10:

Serang, ...................., 2004
Nomor
Lampiran
Perihal : Permohonan Izin Penggunaan Kepada
Pelabuhan Khusus PT ......... Yth. Bupati Serang
untuk Melayani Kepentingan Cq. Dinas Perhulamng
Umum Kabupaten Serang

di—

SERANG

1. Dengan memperhatikan Peraturan Daerah KabupaterangerNomor
...Tahun......... tentang Pengelolaan Pelabuhan Khusussatmer ini kami
mengajukan permohonan izin penggunaan pelabuhau&HRiT......... berlokasi
di.......... untuk melayani kepentingan umum, bekerjasaleagan Pelabuhan
Umum terdekat.

2. Sebagai bahan pertimbangan, terlampir disampaikéuatl) berkas dokumen

untuk melengkapi permohonan dimaksud yang terdiii :d

a. Alasan penggunaan pelabuhan khusus untuk kepentingam;

b. Keterangan mengenai fasilitas yang tersedia padabuydean khusus
dimaksud guna menjamin keselamatan pelayaran, keam@dan ketertiban
dalam pengoperasian pelabuhan ;

c. Prosedur tetap pengoperasian pelabuhan yang akdsatiakan, melayani
kepentingan umum.

3. Demikian permohonan kami, atas perhatian Bapakmgia&kan terima kasih.

Pemohon

Tembusan :
1. Yth. Bapak Gubernur Banten.
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Contoh 11:
Serang,........................2004
Nomor
Lampiran
Perihal : Penolakan Permohonan Izin Kepada
Penggunaan Pelabuhan Khusus Yth. o
PT............ untuk Melayani
Kepentingan Umum
di —
1. Menunjuk surat permohonan Saudara Nomor ............. tdngga.....
Perihal permohonan izin penggunaan pelabuhan kHeigus....... yang berlokasi
di o untuk melayani kepentingan umum, bersamga diberitahukan
bahwa permohonan Saudara ditolak, dengan alasafagan sebagai berikut:
a.
b.
C.
d.
2. Demikian untuk dimaklumi.
BUPATI SERANG,
( cer)
Tembusan :

1. Yth. Bapak Dirjen Perhubungan Laut ;
2. Yth. Bapak Gubernur Banten ;
3. Yth. Kepala Dinas Perhubungan Kab/Kota........



Contoh 12:

Nomor
Lampiran
Perihal

Tembusan :
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Serang, ...................., 2004
: Permohonan Perubahan Status Kepada
Pelabuhan Khusus menjadi Yth. Bupati Serang
Pelabuhan Umum Cq. Dinas Perhubungan

Kabupaten Serang
di —

SERANG

. Dengan memperhatikan Peraturan Daerah KabupaterangerNomor

...Tahun......... tentang Pengelolaan Pelabuhan Khusussatmer ini kami
mengajukan permohonan perubahan status pelabubgaokRT......... berlokasi
di.......... menjadi pelabuhan umum.

. Sebagai bahan pertimbangan, terlampir disampaikésatl) berkas dokumen

untuk melengkapi permohonan dimaksud yang terdnii:d

a. Bukti kesesuaian dengan tatanan kepelabuhanamagsio

b. Studi kelayakan menyangkut aspek ekonomis dan dekmerasional,
keamanan, ketertiban dan keselamatan pelayaraekodiedasikan oleh
Pejabat pelaksana fungsi keselamatan setempat;

c. Bukti akan mengikat kerjasama dengan .......................... ;

d. Studi lingkungan yang telah disahkan oleh pejabagmerwenang

. Demikian permohonan kami, atas perhatian Bapakrgiagan terima kasih.

Pemohon,

1. Yth. Bapak Gubernur Benten



Contoh 13:

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

PERTAMA

KEDUA
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KEPUTUSAN BUPATI SERANG

TENTANG

PENGGUNAAN SEMENTARA PELABUHAN KHUSUS
UNTUK MELAYANI KEPENTINGAN UMUM

BUPATI SERANG

a. bahwa di wilayah....... tidak terdapat pelabuhan laut
dan belum ada moda transportasi lain yang memadai,
yang dapat menunjang kelancaran mobilitas
masyarakat setempat;

b bahwa berdasarkan hasil penelitian, pelabuhan
khusus.......... memenuhi persyaratan teknis untuk
menjamin keamanan dan keselamatan pelayaran,
sehingga layak digunakan untuk melayani kepentingan
umum yang bersifat sementara,

¢ bahwa sehubungan dengan hal tersebut hurufaa d
huruf b di atas, serta guna menjamin kepasti&aro
dalam penggunaan untuk sementara pelabuhan
khusus...... untuk pelayanan umum, perku menetapkan
Keputusan Bupati tentang Penggunaan Sementara
Pelabuhan Khusus...... Untuk Melayani Kepentingan
Umum,;

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN BUPATI SERANG TENTANG
PENGGUNAAN SEMENTARA PELABUHAN KHUSUS
UNTUK MELAYANI KEPENTINGAN UMUM

Pelabuhan Khusus...... yang terletak di
...... Propinsi.........dan dioperasikan berdasarkan
Keputusan Bupati Serang Nomor........ , digunakan untuk
melayani kepentingan umum

Penggunaan pelabuhan khusus ....... untuk maelaya

kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Diktum
PERTAMA, wajib dilaksanakan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan di bidang pelayaran guna meamjami
keselamatan, keamanan, kelancaran dan ketertibkam da
pelayanan jasa kepelabuhanan.



KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

Tembusan :

PwpNPE
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Tarif jasa kepelabuhanan pada Pelabuhan
Khusus........ selama digunakan untuk pelayanan umum,
ditetapkan sesuai dengan tarif jasa kepelabuharseny y
berlaku pada pelabuhan umum......

Dinas Perhubungan Kabupaten Serang mkéaku
pembinaan dan pengawasan teknis terhadap penggunaan
Pelabuhan Khusus....... untuk pelayanan umum.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggéakethpkan.

BUPATI SERANG,

Yth. Bapak Dirjen Perhubungan Laut

Yth. Bapak Gubernur Banten ;

Yth. Kepala Dinas Perhubungan Kab/Kota........
Yth. Sdr. Direktur Utama PT ......................
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Contoh 14 :
Serang,........................2004
Nomor
Lampiran
Perihal : Penolakan Perubahan Status Kepada
Pelabuhan Khusus menjadi Yth, o
Pelabuhan umum
di —
1. Menunjuk surat permohonan Saudara Nomor ............. tdngga.....
Perihal permohonan perubahan status pelabuhanaukhies.......... menjadi
pelabuhan umum, bersama ini diberitahukan bahwag®rnan Saudara ditolak,
dengan alasan penolakan sebagai berikut:
B
2 Demikian untuk dimaklumi.
BUPATI SERANG,
( cer)
Tembusan :

1. Yth. Bapak Dirjen Perhubungan Laut
2. Yth. Bapak Gubernur Banten
3. Yth. Kepala Dinas Perhubungan Kab/Kota........
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Contoh 15:
Serang, ...................., 2004
Nomor
Lampiran
Perihal : Permohonan Izin Reklamasi/ Kepada
Pengerukan dalam Wilayah Yth. Bupati Serang
Perairan Pelabuhan Khusus Cq. Dinas Perhaoung
= I Kabupaten Serang
di —
SERANG
1. Dengan hormat disampaikan bahwa berdasarkan PammaReerah Kabupaten

Serang Nomor ....Tahun......... tentang Pengelolaan Pelabkihasus, bersama

ini kami PT........... mengajukan permohonan izin reklapasmgerukan di

wilayah perairan pelabuhan khusus PT......... berlokasi.di.....

2. Sebagai bahan pertimbangan, terlampir disampaikématl) berkas dokumen

untuk melengkapi permohonan dimaksud yang terdiii :d

a. Keterangan mengenai makusd dan tujuan kegiatarepgan/reklamasi;

b. Peta lokasi dan titkk koordinat geografi dan areghng akan
dikeruk/direklamasi dan gambar konstruksi;

c. Rekomendasi dari Pemda Kabupaten/Kota................ menders@asuaian
rencana pengerukan/reklamasi dengan RUTR wilayah
kabupaten/kota...........;.

d. Studi analisis mengenai dampak lingkungan yand téisahkan oleh pejabat
yang berwenang.

3. Demikian permohonan kami, dan atas perhatian $emdéuan yang diberikan
disampaikan terima kasih.
Pemohon,
( cer)
Tembusan :



Contoh 16:
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KEPUTUSAN BUPATI SERANG

TENTANG

PEMBERIAN IZIN KEPADAPT.......cocv e,
UNTUK MELAKUKAN PENGERUKAN/REKLAMASI

DALAM WILAYAH PERAIRAN PELABUHAN KHUSUS PT................

Membaca
Menimbang

Mengingat

Menetapkan

PERTAMA
KEDUA
KETIGA
KEEMPAT
KELIMA

Tembusan :

PwpbdPRE

BUPATI SERANG

Surat Bupati Serang Nomor.......... tanggal....ihpér..
a. bahwa............. dst;

b. bahwa.............. dst;

c bahwa.............. dst

1

2

3

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN BUPATI SERANG TENTANG
PEMBERIAN IZIN KEPADA  PT......... UNTUK
MELAKUKAN PENGERUKAN/REKLAMASI DALAM
WILAYAH PERAIRAN PELABUHAN  KHUSUS
PT.......... YANG BERLOKASIDI................

BUPATI SERANG,

Yth. Bapak Dirjen Perhubungan Laut

Yth. Bapak Gubernur Banten

Yth. Kepala Dinas Perhubungan Kab/Kota........
Yth. Sdr. Direktur Utama PT ................c...e.
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Contoh 17:
Serang,........................2004
Nomor
Lampiran
Perihal : Penolakan Izin Reklamasi/ Kepada
Pengerukan dalam Wilayah Yth, o
Pelabuhan Khusus PT. ..... e,
di —
1. Menunjuk surat permohonan Saudara Nomor ......... nggal............
Perihal permohonan perubahan status pelabuhanauskhes.......... menjadi
pelabuhan umum, bersama ini diberitahukan bahwag®rnan Saudara ditolak,
dengan alasan penolakan sebagai berikut:
a.
2. Demikian untuk dimaklumi.
BUPATI SERANG,
( cer)
Tembusan :

1. Yth. Bapak Dirjen Perhubungan Laut ;
2. Yth. Bapak Gubernur Banten ;
3. Yth. Kepala Dinas Perhubungan Kab/Kota........

BUPATI SERANG,

Cap/ttd

BUNYAMIN



